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BAB IV 

KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 

 

4.1. KESIMPULAN 

Dari paparan tentang bab Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, dan Tinjauan Data yang telah 

didapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

a. Kawasan Kampus Universitas Diponegoro Tembalang membutuhkan suatu wadah  

kegiatan kemahasiswaan berupa PKM, yang terintegrasi dengan fasilitas penunjang 

stadion dan rusunawa Undip sehingga dapat menghidupkan kegian ekstrakulikuler 

mahasiswa. 

b. Pengembangan Kawasan Kampus Universitas Diponegoro Tembalang sebagai 

Kampus Utama berdampak terhadap peningkatan jumlah mahasiswa yang harus 

terakomodasi. 

c. Perlunya sebuah Pusat Kegiatan Mahasiswa yang tidak hanya mewadahi kegiatan 

kesekretariatan melainkan mampu mewadahi kegiatan rutin harian maupun tahunan 

dari unit kegiatan mahasiswa. 

 

4.2. BATASAN 

Batasan yang akan digunakan dalam perencanaan dan perancangan Pusat Kegiatan 

Mahasiswa di kawasan Kampus Universitas Diponegoro Tembalang adalah sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro Tembalang 

ditekankan kaitannya pada disiplin ilmu Arsitektur. 

2. Peraturan bangunan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku pada kawasan 

tersebut seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Semarang dan literatur 

Revisi Masterplan Fisik Kampus Universitas Diponegoro Semarang tahun 2005. 

3. Data–data yang tidak bisa didapat, diasumsikan berdasarkan data lainya yang relevan 

dan kajian dari literatur yang terkait. 
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4.3. ANGGAPAN 

Anggapan-anggapan yang dipakai pada perencanaan Pusat Kegiatan Mahasiswa 

Universitas Diponegoro Tembalang di Semarang ini adalah sebagai berikut : 

1. Proses penyediaan lahan untuk objek dianggap tidak mengalami permasalahan, 

termasuk status lokasi (status kepemilikan tanah dan hak guna tanah) dianggap telah 

terselesaikan. 

2. Semua peraturan bangunan setempat dianggap tetap berlaku. 

3. Kondisi daya dukung tanah dianggap memenuhi persyaratan. 

4. Jaringan utilitas pada tapak yang dipakai pada perencanaan di Pusat Kegiatan 

Mahasiswa ini dianggap tersedia. 

5. Dana untuk program perencanaan dan perancangan Pusat Kegiatan Mahasiswa ini 

dianggap tersedia. 

 

 

 


